
Menlmbang 

Mengingat 

WALIKOTA PALEMBANG 

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG 

NOMOR 36 TAHUN 2011 

TENTANG 

PERSYARATAN, MEKANISME DAN PROSEDUR TETAP 
PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR 

OENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA PALEMBANG, 

a. bahwa guna memenuhi ketentuan E'eraturan Daerah Kota Palembang 
Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Parklr. maka untuk memberikan 
pedoman yang jelas dalam pelayanan pemungutan pajak parklr. perfu 
meninjau dan merubah kembali Peraturan Walikota Palembang 
Nomor 54 Tahun 2007 tentang Persyaratan, Mekanisme dan Pr6sedur 
Tetap Pemungutan Pajak Parkir. 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
hurvf a. perfu menetapkan Peraluran Walikota Palembang tentang 
Persyaratan, Mekanisme dan Prosedur Tetap Pemungulan Pajak 
Parkir. 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah 
Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73. Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pernerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republfk Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republlk 
Indonesia Nomor 4844); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. 
Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 
(Lembaran Negara Republik lnd.onesia Tahun 2009 Nomor 112, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 
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6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik lndon~a Tahun 2009 
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembaglan 
Urusan Pemerintahan antara Pemerfntah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi, dan Pemenntahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia T-ahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

8. Keputusan Menter! Dalam Negeri Nomor 43 Ta.hun 1999 tentang 
Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Oaerah, Retnl>usl Daerah dan 
Penerimaan Pendapatan Lait'Hain; 

9. Peraturan Oaerah Kata Palembang Nomor 1 Tahun 2000 tentang 
Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum (Lembaran Daerah Kola 
Palembang Tahun 2000 NomQr 2): 

10.Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 tentang 
Ketentraman dan Ketertiban (lemba~n Daerah Kota Palembang 
Tahon 2002 Nomor 76), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Oaerah Kota Palembang Nomor 13 T ahun 2007: 

11.Peraturan Oaerah Kota P~ng Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Daerah Kola Palembang Tahun 2004 Nomor 31); 

12.Peraturan Oaerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 temai'lg 
Urusan Pemerintah Kola Palembang (Lembaran Daerah Kota 
Palembang Tahun 2008 Nomor 6); 

13.Peraturan Daer_:ah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Oinas Daerah Kota Palembang 
(Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 9,): 

14.Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tabun 2010 tentang 
Pajak Palkir (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2010 
Nomor 12). 

MEMUTUSKAN : 

PERAT\JRAN WAU.KOTA PALEMBANG TEHTANG PERSYARATAN, 
MEKANISME DAN PROSEDUR TETAP PEMUNGUTAN PAJAK 
PARKIR. 

BABI 

KETENTUAN UMUM 
Pasal1 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kota Palembang. 
2. Pemerintah Kota adalah Pemeiintah Kota Palembang. 
3 . Watikota adalah Wallkota Palembang. 
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kata 

Palembang. 
5. Kepala Dlnas adalah Kepala Plnas Pend.apalan Oaerah Kota 

Palembang. 
6 . Pajak Parkir adalah pajak at8S penyelenggaraan tempat partdr diluar 

badan Jalan, ba.ik yang diSedJakan bert<altan dengan pokok usaha 
maupun yang diseoiakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan 
.tempat penltipan kendaraan befmotor. 
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7. Kas Umum Daerah adalah Kas Pemerintah Kot.a Palembang. 
8. Bendaharawan Khusus Penefima untuk setanjutnya dislngkat BKP 

adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Oinas Pendapatan 
Daerah Kota Palembang. 

9. Pejabal adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang pajak 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berla.ku. 

10. Sadan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 
kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan 
terbalas, peraeroan komanditer, peraeroan lainnya, badan usaha milik 
negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama 
dan benh.Jk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pengsiun, 
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi m~ organisasl 
sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan berrtuk badan 
lainnya termasuk kontrak investasi kolelctif dan bentuk usaha tetap. 

11. Wajlb Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, 
pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan 
kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan perpajakan daerah. 

12. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi 
dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan 
pajak yang terutang. 

13. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD 
adalah Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan urrtuk ·me1aporkan 
penghitungan dan/atau pembayaran pajal<, objek pajak danfatau bukan 
objek pajak dan/atau hart.a dan kewajiban sesuai dengan ketentuan 
peratµran perundang-undangan perpajakan daerah. 

14. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah 
bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan 
menggunakan formullr atau telah dllakukan d~ cara lafn ke Kas 
Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh 
Wa1ikota. 

15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya 
disingkat SKPDKB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan 
besamya Jumlah pokok pajak. Jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan 
pembayaran pokok pajak, besamya sanksi a(lmihistratif dan jumlah 
pajak yang masih harus dibayar. 

16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang 
selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Ketetapan Pajak yang 
menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang ditetapkan. 

17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkal 
SKPDLB adalah Surat Ketelapan Pajak yang menentl.lkan jumlah 
kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar 
dan pajak yang terhutang atau tidak setiarusnya temutang. 

18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nmil yang selanjutnya disingkat SKPDN 
adaJah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah PQkok Pajak 
sama besamya dengan jumlah kredit pajak alau pajak tidak terutang 
dan lidak ada kredit pajak. 

19. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah 
surat untuk melakukan lagihan Pajak dan/ata.u sanksl adminitrasi 
berupa bunga dan/ata.u denda. 

20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah 
data, keterangan dan/atau buldi yang dilaksanakan se<:ara objektif dan 
profesional berdasarkan suatu stander pemeriksaan untuk menguji 
kepatuhan pemenu:han kewajiban perpajakan <taerah dan/atau un\l.Jk 
tujuan lain daJam rangka meJaksanakan ketentuan peraturan 
perunctang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah. 
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21. Penyidikan Tindak Pldana dibidang Pajak Daerah adalah serangkaian 
ttn(lakan yang dilakukan oleh Penyid\k Pegawai Negeri Sipil yang 
selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan buktt 
yan.9 dengan buktt itu membuat terang Tindak Pidana dibidang Pajak 
Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 

B.AB II 

PEI.AKSANAAN PEMUNGUTAH 

Pasal 2 

(1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan pemungutan Pajak 
Parkir dalam daerah, dipungul Pajak Parkir oleh Walikota melalui Dinas 
Pendapatan Daerah. 

(2) Sesuai dengan lugas pokok dan fungsinya, Oinas Pendapatan Daerah 
ditetapkan sebagai unit kerja yang melaksanakan proses penentian 
adrriinlstrasi . dim penelitian taknis dalam rangka pemungulan Pajak 
Parkir sesuai dengan persyaratan, mekanisme dan prosedur tetap yang 
diatur dalam Peraturan ini. 

PasaJ 3 

(1) Proses penyelesaian permohonan pembayaran Pajak Par1<ir 
sebagaimana dimaksud dalam Passi 2, dapat dlsesuaikan dalam 
jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya pennohonan yang 
lengkap dan memenuhi syaral 

(2) Permohonan yang dapat diproses adalah permohonan yang telah 
dilengkapi persyarata.n sesuai dengan ketenluan dalam Peraturan inL 

(3) Pennohonan yang ditolak karena tidak memenuhi persyarata:n 
administrasi dan atau persyaratan leknis. akan diberitahukan kepada 
P-emohon secara tertulis dengan tenggang waktu 3 (liga) hali kerja. 

Pasa14 

(1) Temadap pennohonan yang telah memeouhi persyaratan, diminta 
penetapannya kepada Walikota yang dituangkan dalam Keputusan 
tenlang Pemungutan Pajak Parkir. 

(2) Set"elah ditetapkan Keputusan Waliko1a dimalcsud, Kepala Oinas 
rnenerbitkan Surat Ketelapan Pajak Oaerah (SKPD). 

(3) Apabila Keputusan Walikota tentang Pemungutan Pajak Paoor sudah 
dltefaP.kan oleh Wallkota. Pemohon membayar Pajak Parkif, kemudi-an 
diterbitkan Petikan Ke~pan Pajak Parkir yang ditanda tal)Qani oleh 
Kepala Oi.nas untuk disampaikan kepada Pemohon. 

Pasa15 
. 

(1) Tata cara pemungutan Pajak Par1<ir dari pendlataan sampai dengan 
pena.gihan sesuaJ dengan Sistem dan Prosedur (Sisdur) Pajak Daerah. 

(2) Dalam hal kegiatan pendataan, Dinas Pendapatan Oaerah dapat 
melakukan keljasama dengan pihak lain untuk memperoleh data yang 
akurat dan upfodate dari Wajib Pajak sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
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(1) Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi ata\J ba<;lan yang 
· menyele(lggarakan lempatParkir. 

(2) Wajib Pajak harus melaporkan usahanya kepada Dinas Pendapatan 
Daerah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum kegiatan usahanya 
cfimulai untuk dikuktihkan menja<li Pengusaha Kena Pajak. 

(3) Kepala Dinas Pendapatan Daerah menerbitkan Surat Keputusan 
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan memberikan NOOIOr Pokok 
Wajib Pajak Daerah (NPWPO) serta Maklumat sebagai tanda untuk 
diketahui 111T1um. 

(4) Oikecual!kan dari objek Pajak Parkir adalah : 
a_ Penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah 

Daerah: · 
b. Penyelenggaraan tempat i:randr oleh peikantoran yang hanya 

<figunakan untuk karyawannya sendiri; 
c. Penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat. dan 

perwakilan negara asing dengan asas timbal batik;. 

BABIV 
DASAR PENGENAAN DAN TARJF PAJAK 

Pasal7 

(1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah furnish pembayaran atau yang 
seharusnya dlbayar kepada penyelenggara tempat parkir. 

(2) Jumlah yang seharusnya dibayar~bagaimanadlmaksud pada ayat(1) 
tennasuk potongan harga parkir dan parkir Cuma-Cuma yang dibenKan 
kepada penerima jasa parkir. 

'(3) Dalam hal parkir yang dibayar termasuk potongan harga dan parlcir 
cuma-O.Jma sebagaimana dimaksud ayat (2) dihitung dengan rumus 
sebagai benl(Ut : 
Jumla.h kendaraan MobiVMotor x Jumlah hari kerja x Tarif stander 
Nominal x T arif Pajak 

(4) Tartt Pajak Parkir dltetapkan sebesar 30 % (~a puluh persen). 
(5) Besaran pokok Pajak Parl«r yang terutang dihitung dengan cara 

mengalikan tartf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan dasar 
pengenaan pajak ~aimana dimaksud pada ayat(1). 

BABV 
SURATPEMBERJTAHUANPAJAKDAERAH 

Pasal8 

(1) Wajib Pajak harus melaporkan kepada Walikota tentang perhitungan 
pajak terutang dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari 
setelah akhir masa pajak dengan menggunakan SPTPD yang dlisi 
dengan jelas, benar. lengkap dan ditanda tangani. 

(2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengambil 
sendiri SPTPD pada Dinas Pendapatan Daerah. 

(3) Wsjib Pajak adalah Sadan, maka SPTPD harus difanda tangani oleh 
pengurus atau Direksi dan apabila dllsi orang lain selaln Wajlb Pajak 
harus melampirkan Surat Kuasa Khusus. 

(4) SPPD yang dlsampaikan langsung oleh Wajib Pajak kepada Dinas 
Pendapatan Daerah harus diberi tanda bukli penerima oleh Petugas 
Oinas Pendapatan Daerah. 

(5) Kepada Dinas atas wewenangnya berhak melak:ukan penefrtian den 
pemeriksaan terhadap kebenaran dari isian SPTPD. 
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(1) Pene.tapan dan ketetapan pajak djperhitungkan sesua, deogan islan 
SPTPD yan_g telah ditelili. 

(2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak terutang tidak tergantung 
pada adanya SKPD, 

(3) Berdasarkan SPTPD, pajak terutarig ditetapkan dengan menerbitkan 
SKPD. 

Pasal10 

(1) Kepala Dlnas berwenang nielakukan pemeriksaan urrtuk menetapkan 
jumlah pajak terutang dart hasil Pajak Parkir dalam rangka 
melaksanakan Peraturan ini. 

(2) Untuk kepe,:fuan pemen1<~n Petugas Peineriksa nan.is melengkapi 
dengan Surat Perintah Tugas dan harus memperlihalkan kepada Wajib 
Paja~ Y$1'\9 Qiperiksa. 

(3) Wajib Pajak yang diperiksa wa}ib : 
a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan pembukuan atau 

pencat.atan dokumen lain yang bemubungan dengan kegiatan 
usaha Wajib Pajak. 

b. Memben1<an kesempatan untuk memasuki ruangan di tempal atau 
ruangan yang dlanggap pe:rtu dan me~an bantuan guna 
kelancaran pemenl<saan. 

c. MembeTikan kesempatan kep~ petugas untuk melakukan 
pemenl<saan Kas (cash opname). 

(4) Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3), maka pajak - pajak lerulang ditetapkan secara taksiran atau 
jabatan. 

(5) Apabila dalam pengungkapan pembukuan, pencatatan, atau dokumen 
lain serta tfdak membeiikaan keterangan yang diminta, Wajib Pajak 
yang terkait oleh suatu kewajiban untuk merahasiakimnys, maka 
kewajiban untuk merahasiakannya ditiadakan atas pem,intaan untuk 
keperluan perneriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 

Pasal 11 

(.1) Apabila dalam menjalankan ketentuan Peraturan Daerah tentang Pajak 
Parkir dipertukan keterangan yang benar ata.u bukti yang sah dari pihak 
ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang dipenl<sa, 
atas permintaan Walikota at.au Pejabat yan9 ditlJnJuk ~la Oil\a$, 
pihak ketiga tersebut harus memberikan keterangan atau bukti yang 
diminta. 

(2) Dalam pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terkait oleh 
kewajiban untuk merahaslakan, maka kewajiban untuk merahasiakan 
dilaku:lcan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-tJndangan 
yang berlaku. 

Pasal 12 

Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penyegelan tempat 
usaha atau ruangan tertentu apabila : 
a . Wajlb Pajak·tidak memeouhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 10 pada ayat {3). 
b. Wajib Pajak tidak menyeforltan pajak terutang, sehingga dapat 

menimbulkan kerugian pada Daerah. 
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BAB Vil 

MASA PAJAK. SAAT PAJAK TERUTANG 

Pasal 13 

Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi 
dasar bagi Wajib Pajak untul< menghitl.lng, menyetor dan melaporkan pa,jak 
yang terulang. 

Pasal14 

Saat Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat 
dalam Masa Pajak. dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak 
sesuai dengan peralllran pen.mdang-undangan perpajakan daerah. 

BABVIII 

PERHITUNGAN DAt. KE IE IAPAN PAJAK 

Pasa115 

(1) Penetapan dan l<.etetapan pajak diperhitungkan ~al dengan lsian 
SPTPD yang telah ditelitl. 

(2) Berd~rkan SPTPD sebagalmana dimaksµ<l pada ayat (1), ditetapkan 
pajak ten.rtang dengan peneroita.n SKPD. 

(3) Apabila SPTPD sebagaimana dlmaksud pada ayat (2), lidak atau 
kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 30 {tiga puluh) hari sejak 
SKPD diterima, dikenakan sankai administraSI berupa bunga 2 % {d1,1a 
persen) sebutan dan ditagih den~an menerbilkan STPD. 

BABCX 

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PEHAGIHAN 

Pasal16 

(1) Pajak terutang harus dilunasi selambat-lambatnya pada tanggal 15 
(Jima betas) bu.Ian benl<utnya dari masa pajak yang terutang dengan 
menggunakan SSPD. 

(2) Pembayaran pajak terutang harus dilakukan dan disetor sekaligus atau 
lunas. 

BABX 

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PENGHAPUSAN PAJAK 

Pasal 17 

(1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan 
dan penghapusan pajak kepada Walikota melalui Dinas Pendapatan 
Daerah alas SKPD/STPD untuk 1 (sat\J) masa pajak tertentu delam 
jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPO/STPO. 

(2) Permohonan pengurangan, keringanan. dan penghapusan pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan membuat alasan-alssan 
yang jelas serta didukung dengan bukti yang sah sekaligus 
menyebutkan jumlah pajak terutang menu.rut perhitungan Wajib Pajak. 

(3) Walikota dalam jangka waktu 12 (dua betas) bulan sejak tanggal 
diterimanya pe-rmohonan harus membenlran keputusan. 

(4) Apabila permohonan yang dimohonkan oleh Wajib Pajak, sebagalmana 
dimaksud pada ayat (3), Walikota belum membenKan keputusan, maka 
permohonan yang dimohonkan dianggap dJltabulkan. 
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(5) Keputusan Walil<ota sebagalmana dimaksud pada ayat (3). dapat 
berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah 
besamya pajak yang temutang. 

(6) Pengajuan permohonan sebagaimana dima.lcsud pada ayat (1 ), fidak 
menunda kewajlban membayar pajak dan tindakan PE;(lagihan. 

Pasal18 

Bentuk, jenis dan isi formulir untuk penagihan pajak serta tanda bukti 
pembayaran dan penerimaan pajak, masing-masing sesuai dengan Sistem 
dan Prosedur (Sisdur) Pajak Oaerah. 

BABXJ 
SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK 

~19 

Sistem Pemungutan Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. 
ada 2 (dua) cara : 
1. Sistem Menghitung Sendiri (Self A.ssssment System) 

Yaitu Wajib Pajak menghitung, mengisi SPTPD dan rnenyetor sendiri 
pajaknya. 

2. Sistem Ketetapan (Official Assesment Sysf.em} 
Yaitu Keteiapan Pajak Langsung ditetapkan oleh Dinas Pendapatan 
Daerah berdasa~oo ·tal(s.asi. 

BABXII 

PERSYARATAN 
Pasal20 

Persyara.tan administrasi Pemungulan Pajak Parkir sebagaimana <funaksud 
dalam Pasal 2, dengan melampirl<an antara lain : 
1. Mengisi formullr pendaftaran Wajib Pajak yang disediakan oleh Dinas 

P-endapatan Daerah dengan jelas, benar dan lengkap. 
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon. 
3. Foto copy izin Mendirlkan Bangunan (1MB). 
4. Foto copy Surat lzin Tempat Usaha (SITU). 
5. Foto copy bukti lunas PBB tahun terakhjr. 

BABXUI 

MEKANlSMEDANPROSEDURTETAP 
P-asal 21 

Mekanisme pemungutan Pajak Parkir dengan cara dibayar sendiri 
{Self Assesment) adaiah sebagai berikut : 

a. Pendaflaran 
1. Menyerahkan formulir pendaftaran kepada Wafib Pajak setelah 

dicatat dalam .Daltar Formullr Pendaftaran. 
2. Menerima da.n memeriksa kelengkapan rormunr pendaftaran yang 

telah diisi oleh Wajib Pajak dan .atau yang diberi kuasa, apabila 
peng~lannya benaT dan lampirannya lengkap, dalam Daftar 
Formurir Pendaftaran dibeli tanda dan tanggaJ penerimaan dan 
selanjutnya dica1.at dalam Daftar lnduk Wajib Pajak. Daftar Wajib 
Pajak per-golongan serta dibuatkan Kartu NPWPD. 

3. Apabila belum lengkap persyaratannya, formulir lampirannya, akan 
dikembaJJlcan kepada Wajib Pajak seca.ra terb.Jfis untuk 
melengkapinya. 
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b. Pendataan 
'1. Menyerahkan formulir p~ndataan (SPTPD). 
2. Menerima dan memeriksa kelengkapan Formulir Pendataan 

(SPTPD) ya,ng telah dfisi oleh Waftb Pajak atau yang diberl kuasa, 
apabila pengisiannya benar dan lampirannya lengkap, dalam daftar 
SPTPD diberikan tanda dan tanggal penerimaan. apabila 6elum 
lengkclp, SPTPD dlkembalikan kepada Wajib Pajak untuk 
melengkapL 

3. Meocatat data Pajak dalam kartu data dan l<.e dalarn daftar SPTPO 
Wajib Pajak self Assesment 

c. Penetapan 
1_. Setela'1 Wajib Pajak membayar pajak terutang berdasarkan 

SPTPD dicatat kedalam kartu data. 
2. Membuat Nota Perhitungan Pajak atas dasar kartu data dan hasil 

pemertksaan atau keterangan lain, dengan cara menghitung jumlah 
pajak terutang dan jumlah kredit pajak yang diperhitungkan dalam 
kartudata 

3. Apabila pajalt terutang kurang atau li.dak dibayar, maka diterbitkan 
SKPDKB: 

4. Apablla tidak ten:lapat selisih antara pajak terutang dan kredit 
pajak, maka ditert>itl<an SKPDN. 

5. Apabila terdapat tambahan objek pajak yang sama sebagai akibat 
dltemukannya data baru, maka dit.erbi1kan SKPOKBT. 

6. Apabila terdapat kelebihan ~bayaran pajak terutang, maka 
diterbitkan SKPDLB. 

7. Sete!ah ~mbuatan Nota Pemitungan Pajak, selanjutnya 
menyeralikan kembali Kartu Data kepada Unit Kerja Pendapatan. 

8. Menert>ilkan Daftar SKPDKB, SKPDKBT, SKPOLB, dan SKPDN 
atas dasar Surat Ket~pan Pajak Daerah tersebut diatas. 

9. Surat ketetapan ditanda tangani oleh Unit Kerja Penetapan atas 
nama Kepala Oinas dan Daffar Surat Keteta.pan tersebut di atas 
ditanda tanganl oleh Kepala Unit Kerja Penetapan dan masing -
masing disiapkan tanda terimanya. 

10. Menyerahkan kepada WaJib pajak berupa SKPDKB. SKPDKBT, 
SKPDN, kemudian Wajib Pajak menanda tangani masing-masing 
tanda terima dan mengembalikannya. 

11. Jumlah Pajak terutang dalam SKPDKB dikena.kan sanksi 
administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima 
persen) dari Pokok Pajak clan jumlah pajak terutang dalam 
SKPDKBT dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 
100 o/o (seratus persen) dari Pokok Pajak. · 

12. Apabila SKPOKB, SKPDKBT. SKPDN yang diterbitk.an tidak atau 
kurang dibayar setelah Iewat waktu paling lama 30 (tiga puJuh) hari 
sejak SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN pa.ling lama 30 (tiga pu.luh) hari 
sejak SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN diterima dapat memberikan 
sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) liap 
bulan menerbitkan STPD. 

Pasal22 

('1) Untuk prosedur penyetomnnya, angsuran dan pemmdaan 
pembayaran, pembukuao clan pelaporan, keberatan dan banding, 
penagihan, kegiatan pembetulan, pembatalan, pengurangan 
ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi 
serta pengembalian kelebihan pembayaran, sama dengan 
prosedur pemungutan pajak dengan cara Sistem Ketetapan 
(Official Assesment). 

(2) Mekanisme pemungutan Pajak Hotel berdasarkan cara Penetapan 
(Official Assesment). 
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a. Pendaftaran 
1. Mengirim formutir pendaftaran kepada Wajib Pajak -Setelah 

dicatat dalam daftar fon:nulir peodaftaran. 
2. Menerima dan memeriksa kelengkapan formulir peodaftaran 

Wajib Pajak yang telah diisi dengan Wajib Pajak atau yang 
diberi kuasa. apabila pengisiannya benar dan lampirannya 
lengkap dalam daftar formulir pendal:laran dlberi tanda dalam 
Daftar lnduk Wajib Pajak, Oaftar Wajib Pajak pergolongan 
serta dibuatkaan Kartu NPWPD. 

3. Apabila tidak memenuhi persyaratan dan belum lengkap 
lampirannya, akan dikembalikan kepada Wajib Pajak secara 
tertulis untuk melengkapi lampirannya. 

b. Pendataan 
1. Menyiapk.an formulit pendataan (SPTPD) kepada Wajib Pajak 

setelah dicatat dl3Iam daftar SPTPD. 
2. Menerima dan memeril<Sa kelengkapan formutir pendataan 

(SPTPD) yang telah diisi oleh Wajib Pajak atau yang diberi 
kuasa apabila pengisiannya benar dan lampirann~ lengk~ 
dalam daftar formulir pendataan diberi tancla dan tanggal 
pen~limaan, apablla belum lengkap dikembalik.an kepada 
Wajib Pajak untuk me1engkapi. 

3. Mencatat data Pajak dalam kartu data yang selanjutnya 
diserahkan kepada Unit Kerja yang membidangi unluk proses 
penetapan. 

c. Penetapan 
1. Membual nola perhitungan Pajak Oaerah alas dasar kartu 

data 
2. Menert>itkan SKPD atau SKPDT jika terdapat tambahan objek 

pajak yang sama sebagai altjbat ditemukannya data baru atas 
dasar nota perhillmgan Pajak Daerah dan membuat daftar 
SKPD/SKPDT. 

3. SKPD/SKPDT ditanda tangani oleh Kepala Unit Kerja 
Penetapan atas nama Kepala Dinas dan daftar SKPD atau 
SKPDT ditanda tangani oleh Unit KeJja yang membidangi 
penetapan dan disiapkan tanda terimanya. 

4. Menye·rahkan copy daftar -SKPD atau SKPDT ·kepada Unit 
Kerja yang membidangl pembukuan penerimaan, penagihan 
dan program. 

5. Menyerahkan SKPD atau SKPDT kepada Wajib Pajak. 
6. Apabila SKPD atau SKPDT yang ditert>itkan 'lidak atau kurang 

dibayar setelah lewat waktu paling lam 30 (tiga puluh} hari 
se.@k SKPD atau SKPOT diterima dil<enakan sanksi 
administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) tiap 
bula.n dengan menert>ilkan SPTPD. 

d. Penyetoran 
Penyetoran Pajak Daerah melalui Bank Persepsi terdiri dari : 
1. Bank Sumsel yang dised.iakan di kantor Dispeoda Kola 

Palembang dengan Kod;e Rekening Nomor : 150-30-00001 • 
Penyetoran yang telah divaliclasi didistnousikan kepada 
Bendahara Khusus Penerima (BKP). BKP Dispenda 
bertugas : 
a. BKP mencatat dan meojurnlahk.an SSPD yang telah 

divalidasi dan dicatat dalam buku pembantu penerimaan 
sejenis melalui Bendahara Khusus Penerima dan 
selanjufnya dibukukan dalam Buku Kas Umum. 
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b. Bendahara Khusus Penerfma secara periodik (butanan) 
menyiapkan laporan realisasi penerimaan dan penyetoran 
uang yang ditanda tangani oleh Bendahara Khusus 
Penerimaan dan diketahui oleh Kepala Oinas. 

c. Oidistribusikan ke Unit Kerja terkait sebagal laporan. 

2. Penyetoran melalul Ka~ Daerah pada Bank Sumsel Cabang 
Palembang Jalan Kol. Atmo dengan Kode Rekening 
Nomor : 150-30-00001 terdlii dari : 
a. Kas Daerah menerima uang dari Wajib Pajak disertai 

dengan media surat ketetapan dan media penyetoran 
SSPD dan buktl set9ran Bank. 

b. SSPD ditanda tangani dan dicap oleh Pejabat Kas Daerah, 
maka lembar pertama dari SSPD dan bukti setoran Bank 
diserahk.an kembali ke Wajib Pajak. 

c. 2. (dua) lembar tindasan SSPD diltjrim oleh Kas Dserah ke 
Bendahara Khusus Penerima Oinas Pendapatan Daerah 
yang dilampiri bukti setoran Bank. 

d. Bendahara Khusus Penerima, setelah menerima media 
penyetoran yang Lelah dicap oleh Kas Oaerah dicatat dan 
dijumlahkan dalam buku pembantu· penerima,an sejenis 
melalul Kas Daerah dan selanjutnya dibukukan oalam Buku 
KasUmum. 

e. Bendahara Khusus peneri111a secara pericxftk (bulanan) 
menyiapkan laporan realisasi penerimaan dan penyetoran 
uang yang ditanda tangani oleh Bem:lahara Khusus 
Penerimaan dan diketahui oleh Kepala Dlnas. 

f. Didistribusikan ke Unit Kerja terkait sebagai laporan. 

e. Angsuran dan Penumiaan Pembayaran 
1. Angsuran P-embayaran 

a. Menerima surat permohonan angsuran dari Wajib Pajak. 
b. Mengadakan penelitian untuk dijadikan bahan dalam 

persetujuan perjanjian angsuran oleh Kepala Oinas 
Pendapatan Daerah. 

c. Membuat surat perjanjian angsuran/penolakan angsuran 
yang ditanda tanganl oleh Kepala Dinas, dan apabila 
pennohonan disetujui sclanjutnya dibuatkan Daftar Surat 
Perjanjian Angsuran. 

d. Menyerahkan Surat Perjanjian Angsuran / Penolakan 
angsuran kepada WaJib Pajak dan Daftar $urat Pelja,njian 
Angsuran kepada Unit-unit lain yang terkait. 

2. Penundaan Pembayaian 
a. Menerima sural· permohonan penundaan pembayaran dari 

Wajib Pajak. 
b. Mengadakan penelitian untuk dijadikan bahan dalam 

pemberian persetujuan penundaan pembayaran oleh 
Kepala Dinas. 

c. Membuat sural persetujuan penundaan pembayaran I 
penolakan penundaan pembayaran yang ditanda tangani 
oleh Kepafa Oinas, apabila permohonan disetujlJi dibuatltan 
daftar persetujuan penundaan. 

d. Menyerahkan surat persetujuan penundaan pembayaran 
kepada W3Jib Pajak dan dartar persetuJuan penu~ 
kepada tmit-unit lain yang terkait 
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f. Pembukuan dan Penetapan 
1. Pembukuan dan Penetapan 

a . Mencatat ke dalam buku jenis pajak pada kolom penetapan 
yang tersedia atas dasar SPTPD Wajib Pajak Self 
Assesment, daft:ar SKPD, daftar SKPDT, daflar SKPDN, 
daft:ar SKPDLB dan daftar STPD. 

b. Mencatat kedalam buku Wajlb Pajak sesuai NPWPD dari 
Wajlb Pajak masing - masing pada kolom penetapan yang 
tersedia atas dasar SKPD. SKPDT, SKPDKB. SKPDKBT, 
SKPDN, SKPDLB, dali STPD. 

c. Mengarsipkan seluruh dokumen yang telah terca1at dengan 
memberi nomor urut file. 

2. Pembukuan Penerimaan 
a. Mencatat ke dalam bok1,1 jen\s pajak pada kolom penetapan 

yang tersedia atas dasar buku penerimaan sejenis dan 
daftar bukti pemidahbukuan. 

b. Mencatat kedalafn buku Wajib Pajak sesuai dengan NPWP 
dari WaJTu Pajak pada kolom penyetoran yang tersedia atas 
dasar. validasi dari SSPD dan bukli pemindahbukuan. 

c. Mengarsipkan atau menyimpan seluruh dolcumen yang 
telah dicatat dengan memberi nomor urut file. 

3. Pelaporan 
a. Membuat laporan realisasi penerimaan Pajak Daerah atas 

dasar daftar penetapan, penerimaan dan tunggakan 
peTjenis pajak dan daftartunggakan W8JTu Pajak. 

b. Membual Japoran realisasi setoran masa (Sistem Setf 
Assesment). 

g. Keberatan dan Banding 
1. Penyelesaian Keberatan 

a Menelima surat permohonan keberatan dan Wajib Paiak. 
b. Meneliti kelengkapan permohonan keberatan Wajib Pajak, 

diteliti dan diperiksa kembafi. dibuat laporan hasil 
penelitian. 

c. Laporan ke Kas Daerah untuk ditefili dan dipertimbangkan 
apakah permohonan keberatan dapat diterima atau tklak. 

d. Menyampalkan belkas keberatan WBjib Pajak d\sertai 
Pertimbangan Kepala Dlnas kepada Walikota untuk 
pembua1an Keputusan, baik penerimaan atau penolakan 
temadap keberatan yang diadukan oleh Wajib Pajak 
tersebUL 

e. Pembuatan Surat Keputusan yang ditanda tangani oleh 
Walikota ata.u Pejal>at yang dib.mjuk, berupa menerima 
seluruhnya atau sebagaian, mc;molak alau menambah 
pajak terutang. 

2. Bandiog 
Apabila Wajlb Pajak yang bersangkutan masih merasa tidak 
puas alas Surat Keputusan Walt'k.ota mengenai keberatan 
yang diajukan, maka Wajib Pajak yang bersangkutan masih 
mempunyai hak unb.tk mengajukan permQhonan banding 
kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) sesuai 
dengan ketentuan yang bertaku. 
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h. Penaglhan 
1. Penagihan d~ngan Surat Teguran 

a. Membuat Daftar Surat Teguran Wajib Pajak 7 {lujuh) haJi 
setelah ba1as wak1u jatuh tempo pembayaran. 

b. Menerbitkan Surat T eguran. 
c. Menyampaikan/Penyerahan Surat Teguran kepada Wajil 

Pajak yang bersangkutan. 

2. Penagihan dengan Surat Paksa 
a. Membuat daftar Surat Paksa untuk Wajib Pajak yang 

setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari selelah 
tanggal Surat Teguran belum menyatorkan pajak t~rutang. 

b. Menerbitkan Surat Paksa dari daftar Surat Paksa. 
c. Mengirimkan/rnenyerahkan Surat paksa kepada Wajib 

Pajak yang bersangk.i;tan melalui Juru Sita Pajak. 

3. Penagihan dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan : 
a. Membuat daftar Surat Perimah Melaksanakan Peryitaan 

untuk Wajib Pajak yang belum melunasi hutang pajaknya 2 
x 24 jam (dua hari) setelah tanggal Surat Paksa. 

b. Penerbitan Surat Perintah Mela.ksanakan Penyitaan. 
c. Pelaksanaan penyitaan oleh Juru Sita dengan menyegel 

bara.ng-barang mllik Wajib Pajak yang boleh i:fisita menurut 
perundang-undangan yang dirinci pada Berna Acara 
Pelaksanaan Sita. 

4. Pengumuman Lelan9 dan Pelaksanaan Letang 
a Membuat daftar Surat Perrnintaan Pelaksanaan Letang 

untuk Wajib Pajak yang belum melunasi hutan9 pajakriya 
sampai dengan berakhimya batas waktu 14 (empat belaa) 
hari sejak tanggal Surat Pelaksanaan Penyitaan. 

b. Memeriksa hari. tanggal dan jam pelelangan Y8!\9 disetujui 
oleh Kepala Dinas dan pennintaan penegasan kepada 
Badan Urusan Piutang dan Letang Negara (BUPLN). 

c. Menyiapkan belkas penyitaan Wajib Pajak yang 
bersangkutan dan pengumuman lelang. 

d . Pelaksanaan lelang sesuai dengan hari, 1anggal dan jam 
yang telah ditentukan. 

5. Pencabutan Penyitaan dan Pengumuman Letang 
a. Membuat daftar Surat Pencabutan Penyitaan untuk Wajib 

Pajak yang telah melunasi hutang pajaknya sesudah 
penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan sampai 
dengan sebelum pengumuman lelang. 

b. Penerbitan Surat Pencabulan Peoyitaan. 
c. Pelaksanaan pencabutan penyitaan dengan pembuatan 

Serita Acara Pencabutan Penyitaan. 
d. Membuat laporan pelaksanaan pencabutan penyitaan. 
e . Monitoring penyetoran Wajib Pajak seperti butir 1 di atas 

untuk mengetahui wapb Pajak yang telah melunasi hutang 
pajaknya sesudah pengumuman lelang sampai dengan 
sebelum pelaksanaan lelang. 

f. Pembuatan daftar Surat Pencabutan Pengumuman Lelang. 
g. Penerbitan Surat Pencabutan Pengumuman lelang. 
h. Menginm/menyerahk.an Surat Pencabutan Pengumuman 

Lelang oleh Juru Sita Pajak. 



lS 

(3) Mekanisme dart Prosedur Tetap pemungutan Pajak Parkir adalah 
sesuai dengan skema alur sebagaiman.a tercanlum dalam 
lam·piran dan merupakan bagian yang tldak dipisahkan dengan 
Peraturan ini. 

BAB XIV 

PENUTUP 
Pasal 23 

Dengan ber1akunya Per.aturan ini, maka Peraturan Walikota Palembang 
Nomor 54 Tahun 20Q7 tenlang Persyaratan, Mekanisme dan Prosedur 
Tetap Pemungutan Pajak Parkir, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pas-1124 

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengeta.huinya, memerintahkan 
p~ngundangan Peratu111n lni, dengan penempatannya dat~m Serita 
Daerah Kata Palembang. 

Dlund>-"' poh<llbang p..,....,_, -W· ~ 2~1 1 
SSH~'ll1 DAWH c ·· ff -u~---:: 

1,ff.i-'<~Th-inum, .,,. 
BERJTA 0AERA!i KO1A PALEMBANG 

TAHUH 2011 NOl.!OR > I, 

Dltetapkan di Palembang 
pada tanggal ~ t:-'!ClCet: 2011 

W LIK T. 
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